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SURAT EDARAN
NOMOR 965/1341
TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DALAM KEADAAN DARURAT COVID-19

DI PROVINSI JAWA TENGAH

DASAR

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa
Tengabh;

3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Selaku Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei
2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/0006314/2020 tanggal 18
Maret 2020 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Keadaan Darurat
Covid-19.

KONDISI SAAT INI

Bahwa penetapan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi global, sampai
dengan saat ini belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya.


http://www.jatengprov.go.id
mailto:setda@jatengprov.go.id

C. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Memperhatikan ketentuan - ketentuan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka

dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk percepatan penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19) setelah tanggal 29 Mei 2020, agar mempedomani;

a. Psl 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

c. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya
Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam Corona
Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengabh;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE).



Lampiran | Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 965/1341
Tanggal : 1 Juni 2020

Kepada Yth :

SEKRETARIS DAERAH,;
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,;
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
ASISTEN ADMINISTRASI;
STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN,
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA,;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM,;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR,;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
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KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

KEPALA DINAS SOSIAL;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;

KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,;

KEPALA DINAS KESEHATAN;

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI,

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO,;
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA,;

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.



